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Nomor [Jl/Pdt.G/2021/PA Mto.
Z(22 (4 2
MJJ/S:@E“M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
I U 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang,
Pendidikan D, Alamat [

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

Melawan

. U 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan SD, Alamat || GcNGNGNGGEEEEE
|
Kabupaten Solok, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15

Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Tebo dengan register perkara nomor [J/Pdt.G/2021/PA.Mto. tanggal 17

Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah

menikah pada tanggal 17 Juli 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) |GGG <:bupaten

Lebak, Provinsi Jawa Tengah. sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta

Nikah Nomor: | . tertanggal 17 Juli 1998;
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pupusBaHRAN AR RAKRD 8Rad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan

Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di || | N

Kabupaten Solok sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4
orang anak :

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara
Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan:

a. Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon
b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon
c. Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada tahun 2019, Pemohon pergi dari rumah kediaman
bersama dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap
Termohon kepada Pemohon, sejak saat itulah antara Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga
menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban
masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak
berhasil;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan
lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak
terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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putusgaHRA HERGASKIAA - @fakhn/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka

selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo

Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor | N . tangoal 17 Juli 1998,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkas Bitung,
Kabupaten Lebak, Propinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah dinazzeglen,
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis lalu
diparaf dan diberi kode (P);

B. Saksi:

1. . imur 35 tahun, agama

Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di [l
|
Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
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putusan.mapspRah 38k B tetangga Pemohon;

- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon jejaka dan Termohon

status perawan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak setahun setelah menikah mulai tidak
harmonis lagi Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon
dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari
Pemohon, Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon,
Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah
sejak tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah
pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2 N umur 34 tahun, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [}
|
I <:bupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon jejaka dan Termohon
status perawan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak setahun setelah menikah mulai tidak
harmonis lagi Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, setahu saksi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon
dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari
Pemohon, Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon,
Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
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putusan. mapsiRaN #BHENDA-dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah
sejak tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah

pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak
mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor
Il Pdt.G/2021/PA.Mto. pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan
maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan
Agama,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan
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PSR AN Sefalngkan aftiEkd 8fnifhta bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi ternyata tidak
datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah tidak harmonis, dan sejak 2019 Termohon dan Pemohon
berpisah sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga menyebabkan kedua
belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana
layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, dan akan
dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah sesuai dengan
aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dan bukti
tersebut menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara
Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;
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putusan.masiABangY BAAWE Karena perkara ini merupakan perkara perceraian

dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu

memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang

terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih

meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ke dua Pemohon sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, Pemohon fakta yang dilihat
dan didengar sendiri dari cerita Pemohon serta relavan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis yang disebabkan sejak 2019 Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal, dan penyebab dari ketidakharmonisan tersebut adalah
fakta yang dilihat sendiri dan atau didengar sendiri saksi-saksi, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 308 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian,
sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P serta
Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai empat orang anak;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi
disebabkan Termohon sering keluar dari rumah tanpa izin Pemohon,
Termohon tidak terima penghasilan Pemohon, Termohon sering berkata
kasar kepada Pemohon;

4. Bahwa sejak 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta
dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis

Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:
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putusBaHRah kiRE 2P AHAGN Tan Termohon masih terikat dalam perkawinan

yang sabh;

2. Bahwa, akibat ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut,
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan
sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun dan selama itu pula tidak
pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim
menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena
dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling
percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara
Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara
Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling
pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis
yang merupakan bagian dari gejala perselisinan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada
bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada
intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah
berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah
tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim
dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga
yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
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PLdHRRA - S0 KRRTHRAEHIaPRalY bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti
sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha
perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi
jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2), ternyata tidak
berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai
“Tasrih bi ihsan”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2019, hal itu menunjukkan bahwa
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling
pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis
yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah
terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup
alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon
berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19
hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (f)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
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putusan.mapkARMHHY BaPa Halam perkara ini relevan dengan Firman Allah
dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 229 yang berbunyi:

el groww alll 96 GMall lso & 0lg

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan
perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
di persidangan;
. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([ | | ) . tuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon ([ GG o dcpan

sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Sya’ban 1442 Hijriyah, oleh kami M. Rifai, S.H.l.,M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf,
S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum
dibantu oleh M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis
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putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rifai, S.H.l.,M.H.L.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.HI.
Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi " Rp 30.000,-
1. Biaya Proses " Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan . Rp 740.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi " Rp 10.000,-
6. Biaya Materai . Rp 10.000,-

Jumlah " Rp 860.000,-

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
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